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ABSTRAK

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa
sumber daya alam yang melimpah, baik di air, di darat maupun di udara. Salah
satunya kekayaan sumber daya adam itu adalah satwanya. Satwa yang ada di
Indonesia itu sangat banyak sekali, namun Indonesia tidak bisa menjaga satwa yang
dimilikinya, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu, faktor
utama yang mengancam punahnya satwa itu sendiri adalah perburuan untuk
diperdagangkan. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih sgja
diperdagangkan, salah satunya di Yogyakarta. Padahal, sudah ada aturan yang
melarang perdagangan satwa yang dilindungi, yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevass Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Undang-undang ini menjadi dasar para penegak BKSDA Y ogyakarta
dan Kepolisan Ditreskrimsus POLDA DIY, untuk melakukan tugasnya dalam
menangani kasus perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta. Berangkat dari latar
belakang tersebut, penulis mempertanyakan bagai mana pelaksanan penegakan hukum
terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Y ogyakarta dan apakah
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research),yaitu dengan
memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data perdagangan
satwa yang dilindungi di BKSDA Y ogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA
DIY. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sifat
penelitian ini  menggunakan deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan
menganalisis peristiwa yang terjadi pada proses penegakan hukum perdagangan
satwa yang dilindungi di BKSDA Y ogyakarta dan Kepolisian POLDA DIY.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka
dapat dissmpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan
satwa yang dilindungi di Y ogyakarta hanya dilakukan oleh BKSDA Y ogyakarta dan
Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY, dengan cara pencegahan dan penindakan.
Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan oleh PPNS BKSDA dan
Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan cara sosialisasi kepada masyarakat
serta melakukan penjaga dan patroli. Sementara, penegakan hukum dengan cara
penindakan dilakukan oleh aparatur penegak hukum PPNS BKSDA dan Kepolisian
Ditreskrimsus POLDA DIY dengan membawa para pelaku tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi ke dalam proses peradilan yang berlaku. Dan
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang
dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sudah sesuai
dengan peraturan yang ada, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
Konservass Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum, dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi.



ABSTRACT

The Indonesian nation was blessed by the Almighty God in the form of
abundant natural resources, both in water, on land and in the air. One of these natural
resource wealth is the animal. The animals in Indonesia are very numerous, but
Indonesia cannot protect the animals they have, which causes the animals themselves
to be threatened with extinction. One of the main factors threatening the extinction of
the animas themselves is hunting for trade. Various types of protected and
endangered animals are still traded, one of them in Y ogyakarta. In fact, there are rules
that prohibit the trade of protected animals, which are regulated in Law Number 5 of
1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. This
law is the basis for the enforcers of the Natural Resources Conservation Agency of
Yogyakarta (BKSDA) and The Detective Directorate  for Specia Crime
(Ditreskrimsus) Regional Police of Yogyakarta to carry out their duties in handling
the case of protected wildlife trade in Yogyakarta. Departing from this background,
the authors question how the law enforcement is carried out against the trade crime of
protected animals in Y ogyakarta and whether in law enforcement against the crime of
trafficking of protected animalsisin accordance with the provisions of the legiglation.

This study uses field studies, namely by obtaining data from interviews,
observation and recording of trade data of protected animals in the Y ogyakarta
BKSDA and Ditreskrimsus of Yogyakarta Regional Police. The approach in this
study uses an empirical juridical approach. The nature of this study uses analytical
descriptive, which is describing and analyzing the events that occur in the process of
enforcing the trade law of animals that are protected in the Y ogyakarta BKSDA and
the DIY Police Regional Police.

Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it
can be concluded that law enforcement against the trade crime of protected animalsin
Yogyakarta is carried out by means of prevention and repression. Law enforcement
by means of prevention is carried out by PPNS BKSDA and the Police of
Ditreskrimsus DIY Regiona Police by way of socialization to the community and
carrying out guards and patrols. Meanwhile, law enforcement by means of repression
is carried out by law enforcement officers of PPNS BKSDA and the Police of
Ditreskrimsus Y ogyakarta Regional Police by bringing the perpetrators of criminal
acts of trade in protected animals into the applicable judicial process. And law
enforcement against protected wildlife trafficking, which is carried out by PPNS
BKSDA and Ditreskrimsus in Yogyakarta Regional Police in accordance with
existing regulations, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of
Biological Resources and their Ecosystems and Law Number 8 of 1981 concerning
Criminal Procedure Law.

Keywords: Law Enforcement, and Protected Animal Trade.
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan
berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun
udara.* Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam
hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abioik. Sumber daya
alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya
alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama
dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk
ekosistemnya.?

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indnesia sangatlah tinggi di
dunia (megadiversity), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa
liar atau fauna. Misalnya, Indnesia menempati pertingkat pertama di dunia,
yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki
keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat
Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memliki keanekaan jenis reptil

peringkat

! Ketentuan Umum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.



ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.® Apalagi sebanyak
45% ikan hidup diperairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokan dalam
tiga wilayah geogrfi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan
fauna Indonesia Timur.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus
bertambah, seiring dengan instensifnya penelitian atau eksplorasi aam.
Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata
dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhnnya. Meskipun kaya,
Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestass dan degradasi
hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju
kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.* Karena tingginya
jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara
pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini,
jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis Mamalia, 144 jenis
Burung, 28 jenis Reptil, 29 jenis Ikan, dan 28 jenis Invertebrata (IUCN). Jika
tidak ada upaya untuk menyelematkannya maka spesies tersebut akan benar-
benar punah dari aam, seperti halnya Harimau bali yang benar-benar telah

penah sejak tahun 70-an.’ Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa

3Johan Iskansdar, Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia,
(Yogyakarta: Graha llmu, 2015), him. 1.

* Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia,
(Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), him. 5.

® ProFauna Indonesia, Islam Peduli Terhadap Satwa, (Malang: Al-Hikam, 2010),him.1.



yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya Perdagangan
satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap
satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang
dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi
Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko
hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangaan satwa yang dilindungi
tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik
besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih
dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan
hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih
diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang
diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan,
pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak

sesual dengan kebutuhan satwa.®

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk
melindungi satwa yang dilindungi dari segala keahatan yang akan
menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas Sumber Daya Alam Hayati dan

®http://profauna.net/id/fakta-satwarliar-di-indonesiat. WmLvzPmnHIU ~ diakses pada 18
Januari 2018 jam. 23.30 wib.




Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain,

diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang K ehutanan

3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa
Buru

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/

Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang
dilindungi oleh Negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki
oleh masyarakat, dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir

punah di habitat aslinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala



bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang
dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan
denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasa 40 ayat (2) dan
(4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
tentang Konservas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang
berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihra, mengangkut, dan memperniagakan satwa Yyang
dilindungi dalam keadaan hidup

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang
di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengelurkan dari sutu
tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan
atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.’

Maka, agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat
(2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu

" Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.



ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanks pidana untuk

melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengga melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimksud dalam Pasal 21
ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelaliannya melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagiman dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) dan ayat (2) serta Pasa 33 ayat (3) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).?

Selain sanks pidana sesual ketentuan diatas, perdagangan terhadap
satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanki denda, yaitu sebagaimana
diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56, yang

berbunyi :

Ayat (1) Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang
dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang
dilarang menurut ketentuan pasa 21 Undang-undang
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservas Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan
serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-
banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.®

8 Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

° Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar



Walupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi
tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih sgja tetap terjadi.
Salah satunya di Daerah Istimewa Y ogyakarta. Berikut ini beberapa kasus

yang terjadi di Yogyakarta:

Dimana pada tanggal 4 Agustus 2017, Baa Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK)
Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama dengan Balai
Konservass Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, Polda DIY
menangkap pelaku perdagangan satwa di Potorono, Banguntapan,
Bantul. Petugas menyita 13 ekor satwa, ada yang dilindungi ada yang
tidak. Satwa-satwa itu seperti lima kucing hutan dan dua jaralang.
Lalu, masing-masing trenggiling, binturong, aap-aap, landak dan
garangan jawa dan selembar kulit kancil. Dua kucing hutan mati. Tri
mengatakan, Penagkapan Kasus perdagangan satwa langka ini,
berkerjasama pula dengan Organisas pemerhati satwa Center for
Orang utan Proctection (COP) yang telah menelusuri terlebih dahulu
pelaku mulai temuan dugaan jual beli satwa melalui media social
fecebook selama dua bulan, hingga penangkapan. Sebelummnya,
dilakukan komunikasi dengan pelaku melalui facebook dengan
menyamar sebagai pembeli. Setelah berhasil janjian bertemu, pelaku
pun diamankan bersama barang bukti*°

Sementara pada 23 Januari 2018, Polda DIY, Tim Cyber Patrol dan
Baa Konservas Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta
menggagalkan praktik perdagangan tiga ekor buaya muara di Daerah
Istimewa Y ogyakarta (D1Y). SD, 25 dan EN, 22 ditangkap di kawasan
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Modus yang digunakan oleh para pelaku
daam melakukan perdagangan satwa yang dilindungi dengan
menggunakan jejaring media social/ online.™*

Onttp://www.mongabay.co.id/2017/08/13/bel asan-satwari ni - hasil -sitaan-dari-jual an-online-
di-yogyakarta/ diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.

1 http://jateng.metrotvnews.com/peristiwal/4K ZOvGON-polisi-gagal kan-perdagangan-buay a-

muara-di-yogyakarta diakses pada tanggal 20 maret 2018 jam 20.00 wib.




Dari beberapa kasus di atas, penulis juga melakukan observasi di
pasar maupun di jgaring social untuk memperkuat data terjadinya kasus
perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta. Setelah melakuan
observas di Pasar PASTHY, ada beberapa kios yang menjual satwa yang
tergolong satwa yang dilindungi, seperti Biawak, Kura-kura Matahari, lkan
Belida Jawa, lkan Selusur Maninjau, Burung Madu, Burung Sesap, Burung
Udang, Musang Pandan, Baing Terbang, Kucing Hutan, Garangan, dan
Monyet.”> Namun, perdagangan satwa yang dilindungi tidak hanya melalui
perdagangan secara konvensional, tetapi juga melaui media online. Salah
satunya media social facebook, banyak di temukan grup maupun akun
memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti, grup jua beli hewan
jogia dan sekitarnya, tempat jual beli peliharaan di jogja, jual beli hewan
berkualitas jogja dan lain-lain. Grup tersebut, memperjualbelikan satwa yang
dilindungi seperti Elang Bido, Musang Pandan, Musang Rase, Buaya,
Binturong, Burung Kakak Tua Raja, Burung Kakak Tua Mollucan, Kukang,
Merak ljo, Burung Rangkok, Kucing Hutan, Berang-berang, Biawak, Ular
Sanca, Baiing Terbang, Rusa Jawa, Burung Udang/Tengkekek dan Kura

kura.l®

12 Observasi satwa yang dilindungi di Pasar Pasthy, Y ogyakarta, 6 Febuari 2018.

" Observasi satwa yang dilindungi di Media Sosial, 7 Febuari 2018 jam 22.00 wib..



Dari beberapa kasus dan hasil observas tersebut, dan didukung oleh
pernyataan dari PoldaDIY, bahwa di Daerah Istimewa Y ogyakarta pada tahun
2017 telah terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebanyak
2 (Dua) kasus. Dari 2 (Dua) kasus perdagangan satwa yang dilindungi,
belasan ekor satwa langka yang dilindungi berhasil disita Satwa yang
diperdagangankan secara illegal tersebut, diantaranya jenis Elang Bondol,

Elang Bido, Alap-Alap, Biawak Coklat, dan lain-lain.**

Hal tersebut mengindikasikan, bahwa penegakan hukum terhadap
satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal. Maka, perlu ada
kerjasama dari pihak Balai Konservass Sumber Daya Alam Y ogyakarta dan
POLDA DIY untuk mengungkap kasus perdagangan satwa yang dilindungi
yogyakarta, sehingga dapat menekan lgu kepunahan berbagai jenis satwa

yang dilindungi yang merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan urian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI

YOGYAKARTA”.

" Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit 11, Subdit IV Ditreskrimsus
POLDA DIY, pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2017, Pukul 12.30 WIB.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Y ogyakarta?

2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa
dilindungi Daerah Istimewa Y ogyakarta telah sesuai dengan ketentuan
peraturan-peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penegakan hukum tindak pidana
perdagangan satwa dilindungi di  wilayah Daerah Istimewa
Y ogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Y ogyakarta
telah sesua dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-
undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:
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a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum
pidana khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang
dilindungi.

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipaka sebagai acuan
terhadap peneliti sgjenis selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan
membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui
kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
masukkan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan
terkait dengan permasalah tindak pidana perdagangan satwa
dilindungi yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Y ogyakarta.

D. Telaah Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan
antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat
penelitian ini adalah asli, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap
penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran,
peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dan tema

yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi
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tersebut, peneliti menemukan perbedaan pembahasan antara peneliti skrips
sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. berikut ini beberapa penelitian
sebelumnya :

Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu menjelaskan larangan
memperdagangkan satwa liar yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perlindungan terhadap satwa dari
perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari lembaga
konservasi untuk penyelamatan satwa, merehabilitasi satwa dan pendidikan
konservasi dari sSitaan perdagangan, yang berkerjasama dengan Badan
Konservas: Sumber Daya Alam Y ogykarta.*>Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian Tri Rahayu, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi
tersebut lebih menekankan kepada perlindungan hukum dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya terhadap satwa yang diperdagangkan dan juga pada lokasi
penelitiannya. Penelitian Tri Rahayu dilakukan di Wildlife Rescue Center
Pengasih Kulon Progo, sedangkan dalam penelitian peneliti akan membahas

mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi

> Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada
Wildlife Rescue Center, Pengasihan, Kulon Progo Yogyakarta)”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas |slam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2015).
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oleh kepolisian dengan menggunakan aturan hukum positif dan lokasi yang
dijadikan obyek penelitian berada di BKSDA Y ogyakarta dan Polda DIY .

Skripsi yang kedua, ditulis oleh Abdul Wahab menjelaskan tentang
perlindungan hukum satwa dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia yang sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada
satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya.**Perbedaan
antara penelitian ini dengan penelitian Abdul Wahab, yaitu mengenai
pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas mengenai penegakan
hukum yang dilakukan oleh BKSDA Y ogyakarta dan Polda DIY terhadap
perdagangan satwa yang dilindungi di Y ogyakarta.

Skripsi yang ketiga, ditulis oleh M. Ngjib Hamidi menjelaskan tentang
Ketentuan Hukum Islam yang tidak diperbolehkan memperniagakan satwa
langka dengan sanksi dosa bagi pelakunya dan dipotong tangannya apabila
melakukan perusakan di muka bumi sebagaimana termatub dalam QS Al-
Maidah (5) : 33. Sementara dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990
tentang Konservas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnnya juga
melarang memperjual belikan hewan langka, karena bisa diancam pidana

penjara’’ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian M. Najib Hamidi

6 Abdul Wahab,”Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, ( Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan
Kalijaga, 2015).

Y M. Najib Hamidi,”Jual Beli Satwa Langka dalam Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, Skripsi,
(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2017).
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yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti akan membahas
mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi
oleh BKSDA Y ogyakarta dan Polda DY dengan menggunakan aturan hukum
positif.

Skripsi yang terakhir, ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas menjelaskan
bahwa jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Taman Hias Y ogyakarta dalam
pelaksanaanya tidak memenuhi  syarat dari objek jual beli, karena sebagian
besar satwa liar yang diperjuabelikan adalah satwa yang dilindungi oleh
pemerintah sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Hukum
Islam.”® Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fajar Tri
Pamungkas, yaitu mengenai pembahasannya, dalam skripsi peneliti mengenal
penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dan lokasi yang
dijadikan objek penelitan yaitu BKSDA Y ogyakarta dan Polda DIY.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah di paparkan diatas, pendliti
belum menemukan mengena penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan satwa dilindungi oleh BKSDA Yogyakarta dan Polda DIY.
Berangkat dari sinilah penulis melakukan penelitian tentang penegakan

hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Y ogyakarta.

'8 Fajar Tri Pamungkas,”Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus
dipasar Satwa dan Taman Hias Yogyakarta)”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Sunan Kalijaga, 2015).
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Kerangka Teoritik

Kerangkateori adalah landasan berpikir yang bersumber dari sutu teori
yang sering pergunakan sebagai tuntutan untuk memecahkan suatu berbagai
permasalahan dalam suatu penelitian. Penygjian landasan teoritik dilakukan
dengan pemilihan atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian
dipadukan dalam satu teori yang utuh.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roeslan
Saleh mendifinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan
pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*®

Roeslan Saleh mengemukakan perbuatan pidana yaitu, sebagai
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang

dilarang.®

Maka berdasarkan pengertian diatas, perdagangan satwa yang

dilindungi merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan sudah dilarang

him. 59.

9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet- 8, Edisi Revisi, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008,

% Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian

Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru , 1981), him. 13.
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oleh aturan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas memuat perbuatan pidana,
pertanggung jawaban pidana maupun sanks pidana yang menyangkut segala
aktifitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora
dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya.
Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana,
dan sanks pidana yang termatub dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada

pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya
peran penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah
berdasarkan konsep system peradilan pidana terpadu ( integrated criminal
justice system). Dalam system peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan

dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses
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peradilan pidana, sebagai berikut: Kepolisian, Keaksaan, Pengadilan,

Lembaga pemasyarakatan dan Pengacara.

Daam hal penegakan hukum terkait dengan perdagangan satwa yang
dilindungi tidak dapat dilepaskan dengan peran kepolisian selaku sebagai sub
system peradilan pidana yang memegang peran pertama dalam proses
penegakan hukum, khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian
disangka adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kepolisian dalam
hal ini selaku penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terkait
telah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi
merupakan salah satu upaya penegakan hukum, guna melindungi satwa dari
kepunahan. Sehingga harus tetap dijaga kelestariannya dengan penegakan
hukum oleh penegak hukum. Terkait dengan penegakan hukum, Lawrence
M. Fredman membagi tiga komponen terdiri atas struktur hukum, substansi
hukum (Peraturan Perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya

hukum.

a. Struktur merupakan kerangka badannya, tubuh institusional dari
system tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang mnjaga agar

proses mengalir dalam batasan-batasanya. Maka, dapat diartikan
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bahwa sturkut itu merupakan institusi-institusi penegak hukum,

seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.?

. Substansi merupakan aturan, norma dan peilaku nyata manusia

yang berada dalam system tersebut menyangkut perturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang
mengikat dan menjadikan pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur merupakan sikap manusia terhadap hukum (termasuk

budaya hukum dan system hukumnya) dan nilai-nilai sosial.??

Sementara, menurut Soerjono Soekamto menyebutkan penegakan

hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling

berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negative

yang ditimbulkan tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:

Faktor hukumnya sendiri

. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku

21 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, ( Bandung: Nusa Media,

2013), him.15.

2 |bid, him. 17.
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e. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa

yang didasari pada karsamanusia di dalam pergaulan hidup.?

Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor penegak hukum
merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum,
karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarna oleh sgauh mana
penegak hukum melaksanakan kewgjiban dalam menerapkan hukum di

masyarakat secara benar.

Ha ini juga ditegaskan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan
bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan
melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena hukum tidak bisategak dengan
sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta

kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).*

F. Metode Pendlitian
1. JenisPenelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini  adalah
penelitian lapangan ( field research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung

berasa dari BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY berupa data yang

% Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ( Jakarta:
Grafindo Persada, 1993), him. 8.

2 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauhan Sosiologis, ( Bandung: Sinar
Baru, 2002), him. 7.



20

didapatkan melalui wawancara dan informasi dari BKSDA Y ogyakarta dan
POLDA DIY yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta
arsip-arsip yang adadi BKSDA Y ogyakarta dan POLDA DIY.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptik analitik, yaitu
dengan memaparkan realitas atau kenyataan yang ada dengan sistematis dan
akurat. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan
masal ah yang telah dipaparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data
tersebut di susun, di proses dan analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya
di bentuk suatu kesimpulan.®® Peneliti memaparkan dan menjelaskan
bagai mana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang
dilindungi di Y ogyakarta.

3. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu
penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau
implementasi  ketentuan hukum secara yuridis sesua dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara in action

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Y ogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), him. 100.
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(langsung) pada setiap perisiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

(fakta empiris).?®

4. Sumber Data dan Jenis
Sumber data dari penelitian ini diperolen dari berbagai sumber,
diantaranya dari bahan kepustakan maupun dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan objek penelitian, yaitu meliputi:
a. DataPrimer
Data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat
penelitian dilakukan. Adapun subyek/responden dalam penelitian
ini adalah BKSDA Y ogyakarta dan POLDA DIY.
b. Data Sekunder
Data sekunder dari penelitian ini, peneliti melakukannya dengan
mempel g ari peraturan-peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana,
kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya yang ada kaitanya

dengan materi yang dibahas.

Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan bahan hukum

diantaranya:

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Ke- I, ( Bandung: Citra
Aditiya Bakti, 2004), him. 134.
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a Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai korelasi
dengan masalah penelitian, diantaranya : Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 5 tahun
1990 tentang Konservass Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
“Tumbuhan dan Satwa Liar”.

b. Bahan Hukum Sekunder
Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan data
primer, yaitu dapat berupa Rancangan Undang-undang, Hasil-hasil
Penelitian, Hasil Karya lImiah dari kalangan hukum dan literature
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan tersier iadah bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan
data. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)
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Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara dengan tanya jawab
secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.?’

b. Observas
Observas yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang
sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka
penelitian, dengan maksud untuk memecahkan persoalan yang
dihadapi.?® Dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang
dilindungi, peneliti mengamati fase-fase permasalahan yang terjadi
di dalam penanganan kasus tersebut dengan mengurai masalah
tersebut dengan menggunakan data-data peneliti yang di dapatkan
dari hasil observasi.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulhan data-data dan bahan-bahan
berupa dokumen.”® Data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-

dokumen yang ada di BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY

" Basrowi dan Suwandi, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him.
188.

8 Sapari Imam Asyari, Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas, (Surabaya: Usaha
Nasional, 1981), him. 82.

# Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 2010), him. 66.
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maupun buku-buku tentang pendapat, teori, hukum serta hal-hal
lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
6. Lokas Penelitian
Penelitian ini dilakukan di POLDA DIY, bagian Badan Dit
Reskrimsus, BKSDA Y ogyakarta.
7. AndisisData
Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlunkan atau
akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data
yang telah diperoleh tersebut, dengan menggunakan analisis
kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa dari
suatu data yang diperoleh yang bersifat umum tersebut, kemudian
diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.*
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan
secara sistematik yang berisi pendahuluan, pembahasan dan penutup yang
terdiri dari sub-sub, yang tersususn dalam lima bab.
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah diadakannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dan
dicarinya jawaban, tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan

dan kegunaan yang hendak dicapai, telaah pustaka untuk menelaah topik

% sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah
Mada, 1982), him. 32.
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kajian yang dilakukan orang lain yang menjadi objek penelitian, kerangka
teoritik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan,
metode penelitian yang menerangkan metode-metode apa yang tepat untuk
digunakan dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan pembahasan.
Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi dari
penelitianini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang satwa, yang terdiri
dari pengertian satwa, hak-hak satwa, jenis-jenis satwa yang dilindungi, dasar
hukum dan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindung.

Bab ketiga ini, akan mendiskripsikan tinjauan umum tentang tindak
pidana, penegakan hukum, tindak pidana pedagangan satwa yang dilindungi
dan kewenangan BKSDA Yogyakarta, Polda DIY dan Baa Karantina
Pertanian Kelas 11 Y ogyakarta.

Bab keempat, akan membahas secara rinci mengenai analisis
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi
dan apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa
dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesual dengan ketentuan
peraturan-peraturan perundang-undangan

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan
saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis
secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari

penyusun terkait hasil penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang
ada di Yogyakarta, hanya dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan
Kepolisian daerah atau Polda DIY, dengan menggunakan cara pencegahan
dan penindakan. Penegakan hukum dengan cara pencegahan dilakukan
oleh PPNS BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA
DIY dengan cara sosidisasi kepada masyarakat. Sementara, penegakan
hukum dengan cara penindakan dilakukan oleh aparatur penegak hukum
PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY dengan
membawa para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi
ke dalam proses peradilan yang berlaku.

2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang
dilindungi, yang dilakukan PPNS BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus
POLDA DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-
undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.



134

B. Kritik dan Saran
Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memiliki kritik dan
saran untuk pihak-pihak terkait, diatranya:

1. Perlunya menjalin kerjasama dan kordinas secara komprehensif antara
BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY daam upaya
penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang
dilindungi di wilayah Y ogyakarta.

2. Pihak BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY harus
meningkatkan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi secara
rutin kepada masyarakat, penyedia jasa pengiriman dan para pedagang
hewan, agar tumbuh kesadaran terhadap pentingnya menjaga satwa dari
kepunahan.

3. Perlunya BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY sebagai
aparat penegak hukum melakukan upaya pengaawasan melalui Patroli dan
Operasi secara rutin agar peredaran perdagangan satwa yang dilindungi
bisa dikurangi.

4. Diperluhkan adanya skema penangan kasus di BKSDA dan Kepolisian
Ditreskrimsus POLDA DIY dari tahun ke tahun yang dipasang di area
BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY agar pendliti atau
publik mengetahui perkembangan penangan kasus perdagangan satwa
yang dilindungi yang dilakukan BKSDA dan Kepolisian Ditreskrimsus

POLDA DIY.
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and-Trade-Technical-Report-5-Indonesian diakses pada tanggal 20

maret 2018 jam 20.00 wib.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Uni Internasional untuk Konservasi Alam
diakses padatanggal 20 maret 2018).

Observas satwa yang dilindungi di Pasar Pasthy, Y ogyakarta, 6 Febuari 2018.

Observasi satwa yang dilindungi di Media Sosial, 7 Febuari 2018 jam 22.00
wib..

Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit Il, Subdit 1V
Ditreskrimus POLDA DIY, pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2017,
pukul 12.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Kompol Eko Basunando, Kanit Il, Subdit 1V
Ditreskrimus POLDA DIY, pada hari senin tanggal 26 Maret 2017,
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Hasil wawancara dengan Koordinator Polhut Bapak Purwanto di BKSDA
Y ogyakarta, pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 Pukul. 12.40.
WIB.

Hasil wawancara dengan Koordinator Polhut Bapak Purwanto di BKSDA
Y ogyakarta, pada hari kamistanggal 29 Maret 2018 Pukul.12.40 WIB.

Hasi| wawancara dengan K oordinator Wasdag Bapak Suwardi di Balai
Karantina Kelas Il Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober
2018 Pukul. 13.00 WIB.
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EKOSISTEMNYA
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam
nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non
hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam
alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di
air.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan
atau di udara.

Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih
mempunyai kemurnian jenisnya.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang
masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara
alami.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di
perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan
tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan
perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat
dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau
ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan
dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di
perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.

Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola
dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau
satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,
pariwisata dan rekreasi.



16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk
pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan
pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya

kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB Il
PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati
yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang
menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu
kehidupan manusia.

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
C. pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9



(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga
kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta
melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan
di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena
pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan
berkesinambungan.

BAB Il
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pasal 11
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui
kegiatan:
a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan
menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13
(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.

(2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan
membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami
di habitatnya.

(3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan
mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

BAB IV
KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
a. cagar alam;
b. suaka margasatwa.



Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
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Pasal 16

Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai
kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan,
ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang
menunjang budidaya.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 18
Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan

sebagai cagar biosfer.

Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap
keutuhan kawasan suaka alam.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat
untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan
dan satwa lain yang tidak asli.

BAB V
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20
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Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan
dalam:

a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;

b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Setiap orang dilarang untuk :
a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau

mati;

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Setiap orang dilarang untuk :

a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi
dalam keadaan mati;

c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam
atau di luar Indonesia;

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang
dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya
dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan
atau sarang satwa yang dillindungi.

Pasal 22

Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk
keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang
bersangkutan.

Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau
penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula
dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan
manusia.



(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan
dan satwa tersebut dirampas untuk negara.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara
dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk
dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk
pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian
fungsi kawasan.

Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi,
daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

BAB VI
KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 29



(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
a. taman nasional;
b. taman hutan raya;
c. taman wisata alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan
penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Pasal 31
(1) Didalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan
wisata alam.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok
masing-masing kawasan.

Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan,
dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap
keutuhan zona inti taman nasional.

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah
jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan
zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh
Pemerintah.

(2) Didalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat
dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.

(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas
zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut
sertakan rakyat.



(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian
sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan
pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau
seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

BAB ViIII
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 36

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
pengkajian, penelitian dan pengembangan;

penangkaran;

perburuan;

perdagangan;

peragaan;

pertukaran;

budidaya tanaman obat-obatan;

pemeliharaan untuk kesenangan.
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(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PERAN SERTA RAKYAT

Pasal 37

(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan
digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah
menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di
kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB X
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 38

(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah
dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.
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Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 39

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan
penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksanaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. melakukan pemeriksaaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

¢c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. membuat dan menandatangani berita acara;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40



(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan
sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya
hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini,
tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

[N

Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133);

2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonnantie 1931
Staatsblad 1931 Nummer 134);

3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtoddonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad
1939 Nummer 733);

4. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer

167);

dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 44
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.



Nomor
Perihal

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Kepada Yth. :
074/2896/Kesbangpol/2018 1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
Rekomendasi Penelitian 2. Kepala BKSDA DIY

di TEMPAT
Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor 1 B-701/Un.02/DS.1/PN.00/ /2018
Tanggal : 9 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA” kepada:

Nama : SULISTYO BUDI PRABOWO
NIM : 14340028
No.HP/ldentitas :  0895636587789/3402120506950002
Prodi/Jurusan : limu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY
- BKSDA DIY
Waktu Penelitian : 12 Maret 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

y Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud:;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan  Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak beriaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA

JI. Dr. Rajiman Km. 0,4 Tridadi Sleman Yogyakarta 55511 Telp/Fax.0274-864130,864203 email:bksda_yogya@yahaoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : KT. l} /K.22/TU/KSA.2.1/4/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Thomas Suryo Utomo
NIP : 196212291989031001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :  Sulistyo Budi Prabowo
NIivi ¢ 14340028
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Balai KSDA Yogyakarta dalam rangka
penulisan skripsi berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta” dengan cara melakukan
wawancara pada petugas Balai KSDA Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JI. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283

0.1.YOGYAKARTA

_SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ /] TI/LIT.2.1./2018/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.l. Yogyakarta menerangkan bahwa :
1.  Nama : Sulistyo Budi Prabowo
NIM : 14340028

Jurusan/Prodi : limu Hukum

2
3
4. Fakuitas : Syariah dan Hukum
5

Akademi / Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi
lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.l. Yogyakarta dengan cara Observasi,
wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA*

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 1/ Maret 2018

,s:“ KEPALAKEPQLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
meE!fﬂ@ RESERSE KRIMINAL KHUSUS




Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yith :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Kepada Yth. :
074/10072/Kesbangpol/2018 1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
Rekomendasi Penelitian 2. Kepala BKSDA DIY

3. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas ||

Yogyakarta
di TEMPAT
Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor ¢ B-701/Un.02/DS.1/PN.00/ /2018
Tanggal : 9 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA” kepada:

Nama : SULISTYO BUDI PRABOWO
NIM ! 14340028
No.HP/Identitas :  0B95636587789/3402120506950002
Prodi/Jurusan : limu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Kepolisian Daerah DIY
- BKSDA DIY
- Balai Karantina Pertanian Kelas Il Yogyakarta
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2018 s.d 17 November 2018 (Perpanjangan 1)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitan kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubemur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PERTANIAN \ FORM 2|
BADAN KARANTINA PERTANIAN S
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA UPT
BALAI KARANTINA PERTAN:!AN KELAS Il YOGYAKARTA

JI. Laksda Adi Sucipto KM. 8 Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta Telp : (0274) 488856, 489108, 487374
Fax : (0274) 489481 Website : karantinayogya.org E-mail : admin@karantinayogya.org

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran *) : 735
i~

1. Kategori Pemohon : Badan Hukum
2. Nama Lengkap Pemohon : Sulistyo Budi Prabowo
3. hiimaBadan : UIN Sunan Kalijaga Ygy

Hukum/ Badan

Publik/Kelompok
4, Alamat Lengkap : Jambidan kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul
6. Email : sulistyobudiprabowo66@gmail.com
7. Informasi Publik yang diminta

Nama Informasi Publik " Alasan Penggunaan Informasi

Data Kasus Pelanggaran yang ditangani ,./ Karya llmiah
Wasdak tahun 2017-2018, lampiran satwa

yang ditangkap , Prosedur dan Peraturan

Karantina Hewan

Cwounncara  (angsong )

Yogyakarta 19-Okt-18

Petugas Pelayanan Informasi Pemohor /i
;‘

;

v

( ORl . SUULRD/ ) S(uiistyo udi Prabowo

..............................................
..................................

Nama daniigneaTTangsn Nama dan Tanda Tangan

*) Diisi oleh Petugas
*) Coret yang tidak perlu / Contreng yang dipilih
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CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Sulistyo Budi Prabowo

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 05 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alama Asal : Dusun Jambidan Kidul, Kelurahan Jambidan,

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Email : Sulistyobudiprabowo66(@gmai.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002 — 2009 : SD 2 Jambidan

2009 — 2011 : SMP 3 Banguntapan

2011 -2014 + SMK Muhamadiah 3 Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Sulistyo Budi Prabowo
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